
 

 

 

 

BUPATI KOTABARU 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

NOMOR 14 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI KABUPATEN KOTABARU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KOTABARU, 
 
 

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kotabaru memiliki ekosistem 
terumbu karang yang potensinya dapat 
dikembangkan sebagai penunjang pembangunan 
dan ekonomi daerah baik berupa sumber daya ikan, 
lingkungan sumber daya ikan maupun jasa 
lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat; 

b. bahwa ekosistem terumbu karang perlu 
dikembangkan dan dipertahankan kelestariannya 
untuk menjamin kelangsungan pemanfaatan 
sumberdaya hayati laut dan perairan disekitarnya 
dengan melibatkan peran serta masyarakat;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
Terumbu Karang di Kabupaten Kotabaru;  

 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan United Nations Convention on 
Biologocal Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3556); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang 
Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739); 

11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4959); 
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12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 
tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3815) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3910); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 
tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau 
Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3907); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005              
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 
tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4779); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4858); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 

25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung; 

26. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir 
Laut; 

27. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 

28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 

29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
17 Tahun 2008  tentang Kawasan Konservasi di 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 

30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 694); 
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32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau 
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 408); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 
Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 
1991 Nomor 02); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 
Nomor 04); 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU 

dan 

BUPATI KOTABARU 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 

TERUMBU KARANG DI KABUPATEN KOTABARU. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru. 

2. Bupati adalah Bupati Kotabaru. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru. 

 

 

 

 


